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ABSTRAK 

 

 Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor adalah proses 

pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji 

berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan 

kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Peraturan tentang akreditasi unit 

pelaksana uji berkala kendaraan bermotor tertuang dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471 / AJ.402 / 2017 yang merupakan 

turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 

tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Hal ini terdapat 

dalam pasal 37 s/d pasal 39bahwa unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor 

dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat 

akreditasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan ketentuan lebih lanjut 

mengenai akreditasi unit uji berkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan 

Direktur Jenderal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) 

Bagaimana pertimbangan akreditasi B menurut pasal 5 angka 4 Peraturan Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402 /DRJD/2017 tentang 

akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana uji 

berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Solok. 2) Faktor apa 

saja pendukung uji berkala pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor 

Dinas Perhubungankabupaten Solok. Metode penelitian yang digunakan yuridis 

empiris adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji 

bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu analisis yuridis empiris 

dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh mana suatu hukum atau peraturan 

perundang-undangan berlaku secara efektif dalam masyarakat dengan teknik 

penelitian wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian yang telah 

dilaksanakan dapat diketahui mengenai : 1) pertimbangan akreditasi B menurut 

pasal 5 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 

SK.1471/AJ.402 /DRJD/2017 tentang akreditasi unit pelaksana uji berkala 

kendaraan bermotor pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor Dinas 

Perhubungan kabupaten Solok. 2) Faktorpendukung uji berkala pada unit 

pelaksana uji berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungankabupaten Solok. 
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